PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 19 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISAS! LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KABUPATEN ACEH TENGGARA

Menimbang a. Bahwa dengan semakin meningkatiya arkembangan
penysienggaraan Pemerintahan dan  Pembangunan
Daerah, periu lebih mencayagunakan pelaksanaan dan
pefaysan umum  Pemefintahan dan Pembangunan
dalam rangka menyelenggarakan Otonomi Daerah.yang
luas, nyats dan bertanggung jawab sesuai dengan
kewenangan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Dasrah;

b Bahwe untuk menunjang penyelenggaraan  bidang
kewanangan Otonomi Daerah berdasarken Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1959 fentang Pemerintahan
Daerah cimaksud, maka par'm membentuk, mengatur
oan menata kembaill susunan organisasi dan tatakera
Unit Orgenisas: Perangkat Daerah den Wilaysh di
lingkungan Pemenntab Kabupaten Aceh Tenggara
dengan barpedoman kepada Peraturan Pemerintah
Nemer 84 Tahun 2000 tertang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah,




Mengingat

Bahwa uUntuk memenubi maksud tersebut di atas,
dipandang perlu menetackannya dalam suatu Peraturan

Daeran,

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974  tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara
Undang-undang Momar & Tahun 1874 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian. sebagaimana telah diubah dengan
Undarig-undang  Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang - undang Nomor & Tahun 1874
tentang Pokok-pekok Kepegawaian:

Undang-undang Momor 22 Tahun 1888 tentang
Pemerintahan Daerahy;

Uncang-undang Nomor 26 Tahun 1989 tentang
Perimbangan Keuangan antara Peamerintah Pusat dan
. Dagrar,

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988
Koorgingsi Instansi Veriikal Di Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangen Pemerintah Pusat Dan Kewenangan
Propingi Sebagai Daerah Otonom:

Peraturan Pemanintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang
Pedoman Orgenisasi Perangkat Daerah.

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 Tentang
Teknis F Paraturan F g-undangar,
Rancangan Peraturan Peraturan  Pemerintah  dan
Rancangan Keputusan Présiden

Surat Keputusan Dewan Perwakiian Rekyet Daerah
Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 541 f SK / DFRD /
2001 Targgal 4 Januer 2001 Tentang Persstujuan
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Rancangan Peraturan Daerah Tertang Pembentukan
Susunar  Organisasi  Lembaga  Teknis  Daerah
Kabupaten Aceh Tenggara

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ACEH

TENGGARA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerak: ini yang dimeksud dengan :

& Pemerintah Daersh Kabupaten adalan Pemerintah Kabupaten Aceh
Tenggera;

Perangkat Daerah edalah crgerisasi / lembaga pada Pamerintah
Kabupaten Aceh Tenggara yang berianggung jawab kepada Bupati dan
membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan yaitu : teedirl
olas Sekretariat Dseran Kabupaten. Dinas Deerah Kabupaten dan
Lembaga teknis Daerah, Kecamatan dan Kaiurahan yang dibsntuk sesuai
dengan kebutuhan Daerah;

Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara

Walil Bupatl adalah Wakil Bupati Acen Tenggara,
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Sekretariat Daerah Kabupsten adalah Sekrstariat Dserah Kabupatan
Aceh Tenggara;

Sekrataris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Dagrah Kabupaten Acsh
Tenggara;

Dinas Daerah Kabupaten adsfah Dinas Daersh Kabupaten Acsh
Tenggara sefiagai unsur pelaksana Pemernintah Daerah Kabupaten Aceh
Tenggara;

h. Lembaga Teknis Daersh Kabupaten adaiah Lembaga Teknis Daerah
Kebupaten. Aceh Tenggara balk yang berbeniuk Badan maupun Kantor
sebagai unsur penunjang dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah
Kabupaten Aceh Tenggars;

Kepala Badan adalah Kepata Badan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Aceh Tenggara yang bérbentuk Badan;

Kepala Kantor adalsh Kepala Kantor pada Lembags Teknis Dasran
Kabupaten Aceh Tenggara yang berbentuk Kantor.
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BAD Il
PEMBENTUKAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN
Pasal 2
Sesuai dengan kewensngan yang dimilii oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten, baik ates dssar kewenangan pangkel maupun berdasarkan
Undang-undang Momor 22 Tehun 1888, dengan Peraturan Daerah ini
dibentuk Lembaga-lembaga Teknis Daerah Kabupaten setagai berikut -
- Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Acsh Tenggara;
2. Badan Pengewas Kabupaten Acsh Tenggers;
3. Baden Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupeten Aceh Tenggara;
4
5

. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Aceh Tenggara;
Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Acsh Tenggara;
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Badan Kesatuan Bangsa ¢en Pedindungan Masyarakat Kabupaten Aceh
Tenggara;

Badan Pendidikan, Pelatihan, Peneltian dan Pengembangan Kabupaten
Aceh Tenggara:

Kantor Perpustakaan ¢an Arsip Daersh Kabupaten Aceh Tenggara;
Kantor Pengoiahan Data dan Elekironik Kebupaten Aceh Tenggara:

10. Kantor Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Aceh Tenggara
11. Kantor Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tenggara,
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BAB Il
ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN
Bagian Pertama .
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 3

Badan Perencansan Pambangunan Daerah Ksbupaten Aceh Tenggara
merupaken unsur peleksana Pemerintah Kabupaien yang dipimein oleh
seorang Kepala Badan yang berade di bawah dan bertanggungjewab
kepada Bupati melaky] Sekretarls Daerah Kebupaten

Pasal 4

Badan Perencanasn Pembangunen Daersh  Kabupaten Aceh Tenggara
mempunyal  fugas membanty  Bupati  dalam  menyelenggaraakan




Pemerintahan Daersh di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Aceh Tenggara

Pasal §

Untuk. Tugas dimaksud pada pasal 4 g
atas, Badan Parencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Acsh Tenggara
mempunyai fungsi :

a

o

o

a
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Perumusan "kebijaksanaan teknis, pelaksanaen dan pembinaan serta
pengendafian - perencanasn Pembangunan Daerah  sesusi dengan
kebilaksanaan Bupati;

Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah dan REPETADA serta
penyusunan program tshunan sebegai pelaksanaan rencana-rencana
dimaksud;

Mengadakan kerasama dalem  perencanaan program  keglatan
pembangunan ciantare Dinas-dinas Daerah, dan Satuan Unit Organisasi
Lembaga Teknils Daerah Kabupaten lainnye dalam penyusunan RAPBD
Kabupaten di bawsah koordinasi Sskretaris Daoreh Kabupaten:
Memberlkan dukungan dan ggaraan

Daerah Kabupaien sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
Pengelolaan administrasi umum yang meliput oekerjaan Ketatalaksanaan
! Kesekretarigtan, Kepegewaian, Keuangen. Perienakapan, Organisasi
dan Ketatalaksanaan Badan

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal &

1) Susunan Organisasi Badan Perencansan Daerah Kabupaten Aceh

Tenggara terdi atas -




Kepala Badan;

Sekrefariat,

Bidang Peneligian;

Bidang Perencanaan Pembangunar 1;
Bidang Perencanaan Pembangunan II;
Bidang Persncanaan Pembangunan III,
Bidang Perencanaan Daerah Bawzhan;
Kelompok Jabaten Fungsional
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(2} Sekretariat terdini atas ;

2 Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatar,
b Sub Bagian Umum;
c. Sub Bagian Keuangan;
& Urssan Kepsgawalan dan Organisasi

* (3) Bidang Paneliian terdir| atas
Sub Bidang Penalitian;
b. Sub Bidang Pengembangan Sistem Perencanaan;
¢ Sub Bidang Evaluas:,

(4) Bidang Petencanaan Pembangunan | terdiri atas |
8. Sub Bidang Pertanian dan Parikanan Darat;
b. Sub Bidang Industri dan Perdagangan;
5. Sub Bidang Koperast dan Duria Usahs

(5) Bidang Perencanaen Pembangunan Il terdiri atas :
2. Sub Bidang Parhubungan dan Parsenibud:
b. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraaan Sosial.
¢ Sub Bidang Sumber Daya Alam dan SOM;
d. SubrBidang Transmigrasi tan BKKBN,

(8) Bidang Perancanaan Psmbangunan ill terdin atas ;
a. Sub Bidang Dikbud, Pemuda dan Olah rage;




b. Sub Bidang Ke-PU-an dan Kimbangwil;
©. Sub Bidang Partambangan dan Energi.

{7) Bidang Perencanan Daerah Bawahan terdiri atas -
a. Sub Bidang Kerjasama Pemtangunan;
b. Sub Bidang Pergembangan Kawasan;
c. Sub Bidang Statistk dan Laporan,

Pasal 7

Kelempek Jabatan Fungsional tendirl dari sejumiah tenaga terampil, dalam
jerfang [abatan fungslonsl yang terbagi dalam berbagai kelorpok sesual
dengan bidang keshliannnya.

Pasal

(1) Uraian tugas Jabatan Sokrefariat, Sub Bagian dan Sub Bidang, akan
diatur dan ditetapkan kemudian dalam Keputusan Bupati

(2) Bagan Strukiur Qrganisas! Badar: Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupsten Aceh Tenggara sebagaimana tercartum dalam Lampiran |
Peraturan Daerah ini,

Bagian Kedua
BADAN PENGAWAS KABUPATEN ACEH TENGGARA
Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi




Pasal 9

Badan Pengawas Ksbupsten Aceh Tenggara merupakan unsur penungang
Pemerinteh Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan
yang berada ci bawah dan beranggung jawab kepada Bupat melalui
Sakretaris Dasran Kabupaten.

Pasal 10

Baden Pengewas Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai tigas membanty

Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pengawasan
F Pemby 1y K serta

Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 11

Untuk ‘menyelenggerskan tugas sehageimana dimaksud pada pasal 10 di
atas , Badan Pengawas Kabupater Acen ggara mempunyai fungsl

a Perumusan dan pefaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang pengawasan
Aparatur Pemerintahan  Kabupaten sasual dengan kebijaksanaan Bupati:
Pelaksanaan pengawasan dan psmeriksaaan terhadap tugas Pemerintan
Kabupaten yang melipuli bidang Pemerintahan, Pembangunan,
Kemasyarakatan, Keagrariaan / Pertanahen, Keuangan, Perlengkapan
dan Peralatan, Badzn Usaha Daerah, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
Masyarakal, Perekonomian Daersh dan  Kesejahleraaan Sosial
Masyerakat.

Pengujian panilzian atas kebenaran iaporan berkala atau sewaktu-wakiu
dari setlap tugas perangkat daereh Kabupaten;

Pengusutan mengenal kebenaran lagoren stau pengadusn teatang
hambatan, penyimpangan stau penyalahgunaan tuges perangkst desrah
Kapupaten Aceh Tenggara.
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Pembinaan Tenaga Fungsional Pengswasan di lingkungan Badan

Pengewas Kabupaten Aosh Tenagara,

Evaluasi dan pelaporan pelsksanaan tugas pengawasan aparatur;

Pengelolaan administrasi umum, yang melipuli pekerjaan ketatausahaan,
keuangan, an | perelatan, organisasi dan

@ -

ketatalaksanaan Badan
Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 12

{1} Susunan Organieas’ Badan Pengawes Ksoupalen Aceh Tenggara terdirl
ates | .

Kepsla Badan,

Sekretariat;

Bidang Pemerintahan dan Keagrariaaan;

Bidang Keuangen dan Perengkapar;

Bidang Pem bangunan:

Bidang Kesbang, Linmas dan Kepegawaian,

Bidang Perekonomian dan Kesra.

Kelompok Jabatan Fungsiona.
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{2) Sekretariat terdiri atas
a. Sub Bagian Perencanaan,
b. Sub Bagian Kauangan:
¢ Sub Baglan Umum
(3) Bidang Pemerinizhan dan Keagrariaan terdic atas :
a. Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Desa;




b. Sub Bidang Pemerintahan Daeran;
c. Sua Bideng Agraria

{4) Bidang Keuangan dan F‘sﬂ‘angaka_pan tercin atas :
2. Bub Bidang Keuangan Perusahaan Daerah,
b. Sub Bidang Keuangan Perangkat Daeran:

©. SubBidang Periengkapan can Paralatan.

(5] Bidang Pembangunan terdiri atas.
& Sub Bidang Pembangunan Kebupaten,
b. Sub Bidang Proyek / Program Bantuan,
¢. Sub Bigang Pembangunan Desa,
(B) Bidang Kesbang, Linmes, dan Kepegawaian terdiri atas -
2. Sub Bidang Kesbang dan Linmias;
©b. Sub Bidang Pembinaan Kepagawsian:
{7) Bidang Perskonomian can Kesra terdiri atas :
a. Sub Bidang Perekonomian;
b. Sub Bidang Keseahtarazan Rakyat:
©. Sub Bidang Umum,

Pasal 13

Kelompck Jabatan Fungsional tewdir darl sejumlah tenaga terampil dalam
jenjang fabatan fungsional yang terbsgl dalam kelompok sesuai dengan
bidang keahliannya,

Pasal 14

(1} Ursian lugas Jsbatan Sekreteriai, Bidang, Sub Bidsng, Urusan skan
diatur dan ditetapkan kemudian daiem Keputusan Bupatl.




(2) Bagan struktur organisasi Pangawas Kabupaten Aceh Tengpara
sebagaimana tercantum dalam Lampiran || Peraturan Daerak inj .

Bagian Ketiga

BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 15
Badan Pengandalian Dampak . Lingkungan Kabupaten Aceh Tenggara
merupakan unsur penunjang Pemerintah Dagrah Kabupaten yang dipimpin
oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepadd Bupati melalul Sekretaris Dasah Kebupaten,

Pasal 16

Badan Pang Dampak  Lingkung; Acsh  Tenggara
Mempunyai tugas membantu Bupati daiam menyelenggarakan Pemerintahan
Daerah di bidang penyeienggarasn pergendalian dampak fingkungan di
Kabupaten Aceh Tenggars

Pasal 17

Untuk: 1 tupas i di maksud pada pasal 16 di
atas, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Aceh Tenggara
mempunyai fungs!




F dan kebij teknis  py dan
penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungar dan pemulihan
kualitas lingkungan;
b. Penyusunan rancana dan program kegiatan pelaksanasn pengendalian
dampak lingkungan;

€. Koordinasi pelaksanaan pencegahan dan pEnanggulengan pencemaran,
kerusakan lingkungan dan pemulben kualitas lingkungan:

d. Pelaksanazn 1 teknis dan
pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kuzites lingkungan;

&. Pembinaan dan pengendalian teknis znaiisis mengenai  dampak
lingkungan;

1. Pengawasan pelaksanaan pergendalian dampsk dan  kerusakan

Iingkungan;
g. Pengelotaan administras umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan
kapogawsian, keuangan, Hukum, organisast dan ketatalaksanazn,

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 18

(%) Susunan  Orgenisesi  Badan Pengendelian Dampak Lingkungan
Kabupsten Aceh Tenggara terdiri alas :

Kepaia Badan:

Sekretariat;

Bidang Analists Pancegahan Dampak Lingkungan,

Bidang Pegawasan dan Pengendalian;

Bidang Pemantauan dan Pemulinan;

Kelompok Jabatan Fungsional
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{2) Sekratanat terdis stas :
& Sub Bagian Perencanaan / Program;
b. Sub Bagian Keuangan;
. Sub Bagian Hukum;
d. Sub Bagian Umum,

{3} Bidang Analis’s Percagahen Dempak Lingkungan terdiri atas -
a, . Sub Bidang Pambinaan Analisis Dempak Lingkungan:
b Sub Bidang Pangkajian Teknis AMDAL;
. ‘Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi Palaksanazn AMDAL

(4) Bigang Pengawasan dan Pengendalian terdiri aas ©
a. Sub Bidang Pencemaran Air dan Udars;
b. Bub Bidang Kerusakan Lingkungan;
©. Sub Bidang Perijinan Pembuangan Limbah.
{5) Bidang Pemantauan dan Pemulinan terdiri atas ©
a. Sub Bidang Pengolehen Data Kualitas Lingkungan;
. Sub Bidang Pemantauan Kalitas Lingkungan;
<. Sub Bidzng Pemulihan Kuglitas Lingkungan,

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional terdin atas sejumiah tenaga terampil, dalam
jeniang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagsi kelompok sesugi
liannys.

Pasal 20

(1) Uraian tugas jabatan Sekreterat, Bidang, Sub Bideng, Urusan akan diatur
kemudian dalam Keputusan Bupati.




(2) Bagan Struktur organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
Kabupaten Aceh Tengpara seperti fercanturm dalam  Lampiran W
Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KABUPATEN ACEH TENGGARA

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsl
Pasal 21
Badan F Desa p Acsh  Tenggara
merupakan unsur penunjang Pemerintah Dazreh Kabupaten yang dipimpin

oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kebupaten

Pasal 22

Badan Pemberdaysan Masyarakat Desa Kabupaten Acsh Tenggara
mempunyai tugas membanty Bupali dalam penyslenggaraan Pemerintahan
Deergh di bidang desa Kabupi Aceh
Tenggara.




Pasal 23

Untuk menyelsnggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 22 di

atas, Badan F Dess Kabupaten Aceh Tenggara

mempunyai fungsi :

a. Perumusan dan penyiapan pelaksansan Pemerintahan Desa dan
Keluraham,

b. Parumusan dan panyiapan pelaksanaan Ketahanan Masyarakat:

e P dan penyiapan Sosisl Budaya Masyarekat;

d

e

. F dar penyiapan pel Usaha Ekonomi Masyarakat;

. Perumusan dan penyiapan pelaksansan Pemanfoatan Sumber Daya
Alam;
Perumusan dan penyiapan pelaksanzan Pemanfasten Teknologi Tepat

Guna;

g. Pengkoordinasian penyusunan program di  bidang Pemberdayaan
Measyerakat Desa;

h. Evaluasl program 1 desa;

Pelaksanaan administrasi umum yang meliputi pekerjean ketatausahaan,
kepegawaian, Keuangan, sarana dan prasarana Badan

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 24
(1} Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten
Acsh Tenggara terdir atas :

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat;




Bidang Pemerinahan DesalKelurahan,
Bidang Ketaharan Masyarakat Desa,
Bidsng Sosial Budaya Masyaraket
Brdang Lsaha Ekenomi Masyaraket;

~ o 80

Bidang Pemanfaatan SDA dan Tekrologl Tepat Guna:
Kelompok Jabatan Fungsional,
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{2) Sekratariat terdir atas -
a. Sub Bagian Perencanaan Perundang-undangan;
b, Sub Baglan Keuangan;
c. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Organisasl
(3) Bidang Pemerintahan Desa { Kelurahan terdiri atas
a. Sub Bidang Pengembangan Desa Lembaga Adat;
b, Sub Bidang Aperatur Pemedntehan Desa / Kelurahan  dan
Pengembangan Desa / Kelurahan;
¢ 5ub Bigang Pendapatan dan itekeyaan Desa.
(4) Bideng Ketahanen Masyarakat Desa terdif alas
& ‘Sub Bidang K Y Desa;
b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.
c. Sub Bidang Evaluasi.

{5) Bidang Sosial Budaya Masysrakal terdiri atas -
. Sub Bidang Motivasi dan Bwadaya Gotang-Royong;
b. Sub Bidang Pemberdayaen Persmpuan;
¢ Sub Bideng Peningkatan Anak, Remaja dan Tradisi Budaya
Masyarakel.
(6} Bidang Usaha Exanorml Masyarakat tardin atas :
a. Sub Bideng Bartuan Pembangunan;
b. Sub Bigang Persreditan, Produksi dan Permasaran:
. Sub Bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat.




(7) Bidang Pemanfaatan SDA dan Teknolagi Tepat Guna tardin atas :
& Sub Bidang Rensbilitasi an Konservasi,
b. Sub Bidang Pemanfaatan Teknalogi Tepat Guna

Pasal 25
Kelompok Jabatan Fungsional ferdin atas sejumiah tenaga terampil, dalam

jenjang jabstan fungsional yand terbagi dalam berbagal kelompok sesual
dengan bidang keshiiannyd

Pasal 26

(1) Uraian tugas jabatan Sexretarial , Bidang , Sub Bidang , Sub Bagian akan
diatur dan ditelapkan kemudian dalam Keputusan Bupali .

{2) Bagan Strukiur orgenisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kabupaten Aceh Tenggara ssbapaimana tercantum dafam Lampiran 1V

Peraturan Dagran ini.

Bagian Kelima

BADAN RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN ACEH TENGGARA

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 27
Badan Rumah Sakii Umum Kabupaten Aceh Tenggara merupaken unsur

pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin olsh ssorang Kepala Badan
yang berada ¢i bawah dan beranggungjawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah Kabupaten-




Pasal 28

Badan Rumah Sakil Umum Kabupaten Acsh Tenggars mempunyai tugas

Bupati dalam Pemenntsh Daerah di bidang
pelayanan kesehatan, pendidikan, pelathan, peneliian dan pengembangan
Pegawal Negeri Sipil di lingkungan Ruman Sakit Umum Kabupaten Aceh
Tenggara.

Pasal 29

Untuk Tugas i dimaksud pada pasal 34 di
atas, Badan Rumah-Sakit Umum Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai
fungsi:

Menyalenggaraken pslayanan medis,

b. Menyeienggarakan pelayanan panunjeng medis dan non medis;

c dan usah; ha keperawatan;

&. Meneyslenggarakan pendidikan dan latihan:

f.  Menyetenggakan penslitian dan pengembangan;

d. Menyelenggaraken pelayanan rujukan:;
@ Menysienggarakan administrasi umum dan keuangan.
Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 30

{1) Susunan Orpanisesi Badan Rumah Sakit Umum  Kabupaten Aceh
Tenggara terdiri atas :
8. Kepala Badan;
b. Sekretariat;




Bidang Bina Frogram;
Bidang Perawatan;

Bidang Patayanar;

Bidang Instalsi / Pelayanar;
Komite Medis;

g Staf Medis Fungsional.

G

(2) Sekratariat terdir atas -
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Keuangan;
©. Sub Kepegawalan dan Organisesi.
(3) Bidang Bina Program terdirl atas :
a. Sub Bldang Penyusunan, Parencanaan / Progran;
b. Sub Bigang Penalitian dan Pendidikan;
. Sub Bldang Evaluasi dan Pelaporan
(4) Bidang Perawatan terdir atas
&. Sub Bideng Parawatan;
b. Sub Bidang Etika den Mutu Kegerawatan;
€. Sub Bigang Logistik dan Keperawatan,
(5) Bidang Pelayanan terdiri atas
a. Sub Bidang Pelayanan ]
b. Sub Bidang Pelayaran II;
. $ub Bidang Pelayanan il

(8) Bidang Instaiasi | Pelayanan terdiri atas :
a. Sub Bidang Gizi, Rawat Inap, Rawat Intensif den Rewat Darurat;
b. Sub Bidang Radiclogl. Patalogi dan Rawat Jalan;
¢ Sub Bidang Pemelinarasn Sarana;
d. Sub Bidang Farmasi




(7) Komite Medis adalah Kumpulan dari Dokter Umum, Dokter Gigl, Dokter
Spesialis, Sut: Spasialis dari Disiplin Bedah, Kesshatan Anak, Kebidanan
dan Penyakil Kandungan, Penyakit Daiam, Jantung, Telinga, Hidung dan
Tenpgorcken, Anastasi Gigh dan Muiut, Radiclog] dan Patologi Kiinik

STAF MEDIS FUNGSIONAL

Pasal 31

(1} Staf Medis Fungsional mempunyai tugas meleksanakan diagnosis,
pengobatan, pencegahan akibal penyakit, peningkatan dan pemulihan
kesshatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan serta
penelitian dan pengembangan;

(2) Dalam melaksanakan tugasnye staf madis fungsional dikelompokkan
sesuai dengan keahiannya:

(3) Kelompok  dipimpin oleh secrang Ketua yang dipiih oleh anggota
kelompak untuk masa bhakti tertentu;

(4) Ketua Kelorpok dizngkat oleh Bupati atas usul Kepaia Badean.

Pasal 32

{1) Uraian fugas jabatan Sekretariat, Bidang. Sub Bidang, Staf Medis akan
diatur dan ditetapkan kemudian dalam Keputusan Bupati;

{2) Bagan Strukiur Organisasi Badan Rufah Sakit Umum Kabupaten Aceh
Tenggara scbagaimana tercartum dalam Lampiran Vi Peraturan Daeran
i,

Bagian Keenam

BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN ACEH TENGGARA
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Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 33

Badan Kesatuan Bangsa dan Perindungan Masyarakal Kabupaten Acet
Tenggara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh
Tenggara yang dipimpin cleh seorang Kepals Badan yang berada di bawah
dan bertanggungjawsh kepada Bupati melalui Sekretans Daarah Kabupaten .

Pasal 34

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Acsh
Tenggara mempunyal tugas membantu Bupall dalam penyelenggaraan
Pemerinteshan Dszerah di bideng kesstuen hangsa dan periindungan
masyarekat Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 35

Untuk 1 uges ‘e dimaksud pada pasal 40 di

atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten

Aceh Tenggara mempunyai fung_s\ x 7

a. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan hubungan antar lembaga;

b. Perumusan kebijakan dan pelaksangan kesatuan bangsa;

. kebilakan dan 3

d. Perumusan kebfjakan dan 1 e lah ek
aktual;

e. Evaluasi pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa:




Lf 1ata usaha, ian, keuangan, dan sarana

serta ramah tangga: 5

Perumusan kebijakan dan palaksanaan kesiapan terhadap ancaman atau

bencana;

Perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyetamatan dar bencana;

i F kebijakan dan 1 i bancana;

Perumusan kebjakan dan pelakssnaan peningkatan sumber daya

marnusia satuan perfindungen masyarakat,

Evalugsi pelak: an kebijakan pedindungan masyarakat dan pelapotan;

L ] ian, keuangan,
prasarana dan sarana serta rumah tangga

L

=

=

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 36

{1} Susunan Orgenisasi Badan Kesatusn Bangsa dan Perfindungan
Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara terdin atas |

Kepala Badan;

Sekretariat:

Bidang Hubungan Antar Lembaga;

Bidang Demokrasi dan Kesatuan Bangsa,

Bidang Perlindungan Masyarakat;

Kelompok Jabatan Fungsional

~oapoe

(2) Sekratariat terdiri atas :
a Sub Bagian Perencanaan:
b. Sub Bagian Keuangan,
¢. Sub Bagian Umum.




(3) Bidang Hubuljigan Antar Lembaga terdin atas |

a. Sub SeksiLembaga Legislatif dan Eksekutit

b, Sub Seksi Hubungan Lambaga, Orkssmas, Profes! dan LSM / Parpol.
{4 Bidang Demokrasi dan Kesatuan Bangsa terdin stas :

a. SubBidang Pengembangan Demckrasi / Pemilu;

b. Sub Bidang Idsologi, Politik dan Hak Asasi Manusia;

. Sub Bidang Pambauran Bangsa dan Sosial Kemasyarakatan
(5) Bidang Perfindungen Masyarakat terdiri atas :

a. Sub Bidang Kesiagaaan;

b. Sub Bidang Penanggulangan;

o Sub Bidang Peningkatan SDM dan Satuan Linmas.

Pasal 37

Kolompok Jabatan Fungsional terdirl atas sejumiah tenaga terampil dalam
JJenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dengan bidang keahliannya.

Pasal 38

{1) Uraian tupas jabatan Sekreteriat, Bidang dan Sub Bidang akan distur
kemudian dalam Keputusan Bugat

(2} Bagan Strukiur Organisasi Badan Kesstuan Bangea dan Perindungan
Masyarskat Ksbupaten Aceh Tenggara sebagalmana tercantum dalam
Lampiran VIl Peraturan Daerah ini

Bagian Ketujuh

KANTOR PENDIDIKAN PELATIHAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN HABUPATEN ACEH TENGGARA
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Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokek dan Fungsi

Pasal 39

Kantor Pendidikan, Pelatinan, Peneltian dan Pengembangan Kabupaten
Aceh Tenggara merupakan unsur pelaksana Pemerintzh Dasrah Kabupaten
yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupaii melalui Sekretarls Daerah Kabupaten,

Pasal 40

Kantor Pendidikan, Pelatihan, Pensiitian dan Pengembangan Ksbupaten
Aoceh Tenggara mempunyai tugas Bupati dalam p 9g
Pemerintehan Daerah di bidang penyelenggaraan pendidikan, pelatihan,
ponalitian dan pengembangan Pagawal Neger Sipil di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 41

Untuk menyslengg: 1 lugds sebag dimaksud pada pasal 40 di

alas, Kantor Pendidiken, Pelatinan, Peneliian dan Pengembangan

Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai fungsi

a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan,
petatihan Pegawai Negeri Sipil sesual dengan kebijaksanaan Bupat;

b. Penyusunan program, pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan dan

petatihan PNS;




+€ Pelaksanaan pembnaan siswa penyusunan data pribadi siswa dan
alumni, dokumentas. perpustakaan di lingkungan Kantor Pendidikan,
Pelatinan, Penelitan dan Fengembangan Kabupaten Aceh Tenggara:
d. Pelaksansan pembelajaran dan pelathan  sena bimbingan fekpig
pendidikan dan petatihan;
e Pengelolsan administrasi umum yang msliputi peleksanaan urusan:
f. Perumusan kabijakan feknis di bidang pensiitian dan gengembangan,
a. Pelayanan penunjang penyelengaerasn Pemerimahan Ksbupaten
It Ketstausahsan. Kspapawaien. Keuangan  Perlengkagan/Peralatan
Orgarisasi dan Ketatalaksanaan Kantor
i.- Evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatingn sera pelaporan,

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 42

(1) Susunen organisasi Kanier Pendidiken Pelatinan, Panslifian dan
Pengembangan Kabupaten Acen Tenggara terdiri stes
& Kepala Kantor;
b. Bagian Tata Usaha:
. Seksi Teknik Fungsionas:
d. Seksi Penjenjangan
&. Seksi Peneliian den Pengemzangan:
. Kelompek Jabatan Fungsional,




Pasal 43

Kelompok Jabatan Fungsional terdini darl sejumieh teraga terampi, dalam
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagar kelompok sesual
dengan bidang keahfiannya,

Pasal 44

(1) Uraian tugas Jabaten Bagien Tele Useha, Seksl. skan distur dan
ditetapkan kemudian dalam Keputusan Bupati

(2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pandidixan, Pelatihan. Penelifian dan
Pengembangan Kabupaten Aceh Tenpgars sebagaimana tercantum
dalam Lampiran V Peraturan Daeran il

Bagian Kadelapan

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 45

Kantor Perpustakean dan Arsip Daersh Kapupaten Aceh Tenggara
mefupakan ungur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Acen Tenggara
yang digimpin oleh ssorang Kepsla Kantor yang berada dl bawan dan
bertanggung jawab kepaga Bupati melaiu: Sekretarls Dagrah Kabupaten,




Pasal 48

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Aceh Tenggara
mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelsnggaraan Pemerintsharn
Daerah di bidang perpustakaan dan kearsipar Dasrah Kabupaten Acsh
Tenggara.

Pasal 47

Untuk: menyelenggareken tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 48 di
atas, Kantor Pemustakaan don Arsip Daersh Kabupaten Aceh Tenggara
mempunyai furigsi
a Pengadaan, , pen: dan
penyajian bahan pustaka, karya cetak karya rekam Kabupaten;
Penyelenggaraan kerjasama perpuslaksan dangan instansi lain di
lingkungan Kabupaten;
c F F Daerah dengan Perpustakaan
Propinsi Daerah Istimewa Acel .
d Keliling;
. Pembingan Perpustakaan ﬂesa di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Aceh Tanggara;
Palaksanaan Urusan pekeraan. ketatausahaan perpustakasn umum
Daerah Kabupaten:
Menyusun rencana dan program di bidang kearsipan daerah, berdasarkan
kebijaksanaan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
yang berfaku;
Pelaksanaan bimbingan. pengembangan dan pelayenan  kearsipan
daersh;
Pembinaan. pengumpulan, mensistematiskan dan mengelola arsip in aktif
di lingkungan Pemerintah Kabupaten

e

o
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}. Penataan, i H i kembali arsip in aktif
daerah; ~ g

k. Penilaian dan penyerahan arsip statis daereh kepada Arsip Nasional,

| Perawatan arsip daerah;

m. Pelaksanaan urusan tata usaha kantor perpustakaan dan arsip dasrah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 48
(1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaen dan Arsip Daerah Kabupsaten
‘Aceh Tenggara terdiri atas :
& Kepala Kantor,
b. Bagian Tata Usaha
©. Seksi Pslayanan dan Raferensi;
d. Seksi Pengslolaan dan Pelayanan Arsip Statis dan In Aktif,
©. Seksi Akuisi dan Pengelolaan;
f. Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Bagian Tata Usahs;
{3) Seksi Pelayanan dan Referensi;
{4} Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Arsip Statls dan |n Aktif;
() Seksi Akuisi dan Pengelolaan




Pasal 4%

Kelompok Jabatan Fungsional lerdiri atas sejurmlah tenaga terampil dalam
Jenjang jabatan fungsionat yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dangan bidang keahliannya.

Pasal 50
{1) Uraian tugas Jabaten Bagian Tata Usaha dan Seksi akan diatur kemudian
dalam Keputusan Bupati
{2} Bagan Suuktwr Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vi
Persturan Dasrah inj

Bagian Kesembilan

KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK
KABUPATEN ACEH TENGGARA

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 51
Kantor Pengolahan Dats Elektronik Daerah Kabupaten Aceh Tenggara
merupeken unsur pelaksana Pemarintah Deerah Kabupaten Aceh Tangoara

yang dipimpin oleh secrang Kepals Kantor yang berads di bawah dan
bertangaung jawab kepada Bupati melalui Sekrataris Daerah Kabupaten
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Pasal 52

Kantor Pengolahan Data Elsktronik Daerah Kabupaten Aceh Tenggara
mempunyai tugas membantuy Bupati dalam penyslenggaraan Pemerintahan
Daerah di bidang pengolahar data elektronik Kabupaten Acsh Tenggara.

Pasal 53

Untuk tugas '8 dimaksud pada pasal 52 di
atas, Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Aceh Tenggara
mempunyai fungsi

2. Penyusunan rencana dan program di bidang pengolzhan data alektronik;

b. Penyusunan dan analisis data serta penyiapen sistem aplikasi yang
dibutuhkan;

¢ Pengandalian data dari data masukan sampai data keluaran;

d. Pengendalian arus data masukan tan keluaran, pengoperasian komputer,

) data, dan 1 perangkat keras / inak
komputer;

. Pemberian bi dan serta per komputerisasi
kepada unit kerja di Lingkungen Pemerntah Daerah Kabupsten Aceh
Tenggara,

. Kefjasama teknik dengan pihak luar yang berhubungen dengan

‘pengolahan data elektronik,
Pelaksanaan urusan Tate Usana.

0




Patagraf 2
Susunan Organisas|
Pasal 54

(1) Susuran Organisasi Kanicr Pengolahan Data Elektronik Daerah
Kabupaten Aceh Tenggara terdiri atas

Kepata Kantor;

Bagian Tate Usaha;

Seksi Manalemen Sistem informasi;

Seksi Telsmatika;

Seks! Pendayagunaan Sistem informasi,

g. Kelompok Jabatan Fungsional

~ @ apg

(2) Bagian Tata Usaha;

(3) Seksi Manajemen Informas;

(4} Seksi telomatika;

(5) Seksi Pendayagunaan Sistem Informasi.

Pasal 55

Kelompok Jabatan Fungsicnal terdin atas sejumiah tenaga terampil dalam
jerjang jabatan fungsional yang terbagi dslam berbagai kelompok sesusi
dengan bidang keahliannya.

Pasal 56

(1) Uraian tugas Jabatan Bagian Tata Usaha dan Seksi akan diatur kemudian
dalam Keputusan Bupati




(2} Bagan Struktur Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik Daerah
Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1X
Peraturan Deerah ini,

Bagian Kesepuluh

KEBERSIHAN, PERTANAMAN DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 57
Kantor Kebarsihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Acsh
Tenggara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Acsh
Tenggara yang dipimpin cleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Bupst! melaiui Sekretans Dasrah Kabupaten

Pasal 58

Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Aceh
Tenggara mempunyai tugas membantu Bupatl dalam menyelenggarasn
Pemenntahan Daerah di bidang kebsrsihan. peramanen, iempu jalan dan
pemadam kebakaran.




Pasal 59

Untuk tugas i dimaksud pada pasal 58 di
atas, Kantor kebersinan, peramanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten
Aceh Tenggara mempunyai fungsi |

8. Melakukan pelaksanaan pembingan kewsnangan bidang pekerjaan umym
yeng meliputi pekerjgan pengelolasn kebersihan, pertamanan dan
pemadam kebakeran:

Pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan dan pengelotaan kebersihan
dan atau persampahan, pemanfaatan sampah dan pemberian bimbingan
dan penyuluhan kebersihan;

Pangawasan dan pangendalian kebersihan lingkungen dan persampahan;
Pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan dan pembangunan bidang
pertamanan dan kaindahan kota:

. Pelaksanaan penmngkatan dan pengembangan dan operasional sera
pemelinaraan dan pemgargunan bideng kebersihan, periamanan;
Pelaksanaan  peningketan dan  pengamanan, pengawasan dan
pengendalian, perijinan pertamanan;

L4

aa

g Pelaks N, pengadaan dan perawatan lamou jalen;

h. P ji teknis. 1 dan pembangunan serta
bersihan pasar pasar);

i Pengelolaan perijinan dan 1 serta par

kebersihan pasar;

Pengelolaan sdministrasi umum dan meliput pekerjaan ketatausahaan,
kepegawsian,  keuangan, perlengkapsn dan  organisasl  sers
ketataldksanaan kantor;

Penyusunan rencana datam bidang pemedam kebakaran;

Melaksanakan persiapan operasional dalam musibah kebakaran yang
dibutunkan masyarakat;

- =




m, melakukan persiapan sefiap saat, quna mengantisipasi tedadinya
keakaran;

n. Meakukan penyslidikan, perawatan mobil dinas pemadam kebakaran
secara baik dan benar;

0. Wembarikan laporan secara berkals kepada Bupati melalui Sekretaris
Deerah Kabupaten

Paragraf 2
Susunan Crganisasi

Pasal 80
{1} Susunan Organisasi Kantor Informasi Penyuiuhan Pertanian Daerah
Kabupaten Aceh Tenpggara terdiri atas |
8. Kepala Kan'or,
b. Bagian Tata Usaha;
. Seksi kebersihan;
d. Seksi Pertamanan den Lampu Jalan;
e. Seksl Pemadam Kebakaren;
1 Kelompok Jabatan Fungsional.
{2) Bapian Tata Usaha,
{3) Seksi Kebarsihan'
(4) Seksi Pertamanan dan lampu: jaian;
{5) Seksi Pemadam Kebakaren.

Pasal 61

Ketompol Jabatan Fungsional terdiri atas sejumiah tenaga terampil dalam
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelempok sesuai
dengen bidang keahliannya




Pasal 62

(1) Uraian tugas jabatan Bagian Tata Usahs, Sub Bagian dan BPP akan
diatur kemudian dalam Keputusan Bupati

(2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Informasi Penyuluhan Pertanlan dan
Kehutanan Dasran Kabupaten Aceh Tenggera sebagaimana tercantum
dalam Lampiran X Peraturan Daerah inl. *

Bagian Kesabelas

KANTOR TRANSMIGRAS] DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN ACEH TENGGARA

Pragaraf 1
Kedudukan, Tuges Pokok dan Fungst

Pasal 63
Kentor Tranemigrasi dan Tenaga Kerja Kabupatsn Aceh Tenggera
merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara
yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalu Sekretaris Deerah Kabupaten

Pasal 64
Kantor Transmigrasi ¢an Tenaga Kera Kabupaten Aceh Tenggara

menipunyai lugas membanty Bupat dalam penyelenggeraan Pemerintahan -
Daera d: bidang Transmigrasi éan Tenaga Kera Kabupaten Acen Tenggara




Pasal 65

Untuk menyelanggarakan tugas dimaksud pada Pasal 84 di

atas , Kantor Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Acsh Tenggara

mempunysa fungsi ©

a. Penyusunan Kebijaksanaan Teknis di bidang Transmigrasi, pemukiman
perambah hutan seria ketsnaga kerjaan Kabupaten Aceh Tenggara

b. Pemberian Perijinan dan Pelaksanaan pelayanan umum,

¢ Pembinaan terhadap Unit Pelaksaan Teknis Dinas dan Cabang dinas
dibidang Transmigrasi dan Ketenagakerjaan

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 86

(1) Susunan Organisasi Transmigrasi Tenaga Kerja Kabupaten Aceh
Tenggara terdirl atas © 3

Kepala Kantor;

Bagian Ussha;

Seksi Bina Program;

Seksi Transrmigras| den Mobilitas Penduduk;

Seksi Tenaga Kerja:

Kelompok Jabatan fungsional

(2) Bagian Tata Usaha;

(3) Seksi Bina Program;

(4) Seksl Transmigras! dan Mobilitas Penduduk;

(5) Seksi Tenaga Kerja;

i
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Pasai 67

Kelompok Jabatan Fungsional terdir ates sejumiah tenags terampil dalam
Jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagal ketompok sesuai
dengan Bidang Keahliannya .

Pasal 88

(1) Uraian tugas Jabatan Bagian Tata Usaha dan seksi skan diatur kemudian
dalam Keputusan Bupati

(2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Transmigrasi dan Tensga Kerja
Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran X/
Paraturan Daerah ini,

BAB IV
KEPANGKATAN, PENGAHGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 68

(1) Kepala Badan adalah Jabatan Eselon [LB.
(2) Kepala Kantor, Sekretaris dan Kepala Bidang adalzh jabatan Eselon LA
{3) Kepaia Sub Baglan Kepala Seksi adelah Jabatan Eselon IV.A

Pasal 70

(1) Kepala badan, Kepala Kantor, Sekretarls dan Kepala Bidang diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati.

(2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi. Kepala Sub Seksi, dapat diangkat dan
diberhentlksn  dalam dan darl jgbatannya oleh Sekretarls Daerah
Kabupaten atas pelimpahan kewenangan dari Bupati




BABV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

Dengan berakunya Peraturan Daerah ini, maka Setiap Peraturan Daerah
yang mengatur tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja
Dinas-Dinas Daerah dan Peraturan Daerah yang berfentangan deéngan
Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak beriaku lagi.

BAB V|
KETENTUAN PENUTUP

Pagal 12

(1) Halhal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur
kemudien  dengan  Keputusan Bupatl  sepanjang  mengenal
pelaksanaannya.

(2) Peraturan Dasrah ini mulai bariaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya selisp oreng dapat mengetshuinya, memerirtahkan
pengundangen Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam
Lembaran Daeran Kabupaten Aceh Tenggara.
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